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I. Tujuan
Dokumen ini akan mendefinisikan dan memberikan perincian prosedural mengenai pengelolaan perantara pihak ketiga dan memastikan uji tuntas yang sesuai dijalankan sebelum menjalin kontrak dengan perusahaan, serta seluruh langkah yang diperlukan untuk memelihara standar tersebut.  
II. Cakupan
Dalam Cakupan
Dokumen ini berlaku untuk penetapan manajemen hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan individu serta organisasi eksternal yang dikontrak untuk menyediakan layanan bagi perusahaan
Dokumen ini berlaku untuk kegiatan dan pertimbangan hubungan berikut:
· Pemilihan perantara.
· Penerapan uji tuntas.
· Negosiasi kontrak dan perjanjian.
· Manajemen berkelanjutan untuk pelatihan dan sertifikasi kembali perantara.
III. Kebijakan
Harus terdapat alasan bisnis yang sah untuk penggunaan seluruh perantara.
Harus terdapat proses uji tuntas resmi untuk pemilihan dan manajemen berkelanjutan atas perantara.
Manajemen harus berpartisipasi dalam proses pemilihan dan menyetujui penggunaan seluruh perantara.
Perjanjian tertulis dengan klausul yang diwajibkan serta ketentuan yang disetujui oleh Departemen Hukum (mis. item terkait antikorupsi dan hak audit, dll.) harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum memulai pekerjaan.
Kompensasi yang dibayarkan kepada perantara harus mencerminkan nilai pasar yang adil dan sepadan dengan layanan awal yang diberikan kepada perusahaan.
Semua perantara pihak ketiga harus menyatakan bahwa personel terdampak mereka telah dilatih (mis. undang-undang antikorupsi yang berlaku, Pedoman Perilaku, dll.)
Perantara yang dilibatkan oleh perusahaan tunduk pada persyaratan berkelanjutan tertentu guna memastikan bahwa seluruh standar antikorupsi dipertahankan.
IV. Grup yang Berlaku yang Akan Mendapatkan Pelatihan
[Bagian ini harus diselesaikan dan disetujui secara lokal]
	Peran atau Fungsi
	Tingkat Pelatihan
	Frekuensi pelatihan ulang
	Pemicu pelatihan

	Masukkanlah peran/jabatan pekerjaan atau fungsi departemen dari pihak(-pihak) yang tercakup dalam SOP ini 
	Masukkan tingkat pelatihan yang diwajibkan, mis.:
· Kursus pelatihan.
· Kuis.
· Baca & Pahami.
	Masukkan frekuensi pelatihan ulang jika kualifikasi perlu diambil lebih dari satu kali
	Masukkan pemicu pelatihan mis. Karyawan baru; keterlibatan dalam proses; x bulan dalam peran


V. Perincian Prosedur
[langkah di bawah ini merupakan contoh/rekomendasi prosedur untuk Uji Tuntas dan Manajemen kegiatan Perantara Pihak Ketiga. Harus disesuaikan berdasarkan prosedur internal perusahaan]
Langkah 1: Menetapkan proses untuk mengevaluasi perantara baru dan yang sudah ada
( [Masukkan informasi seputar persyaratan, proses, perincian setempat di sini – Pertimbangkan poin berikut]
· Membuat/memperbarui inventaris seluruh perantara pihak ketiga yang saat ini dilibatkan.  
· Memastikan seluruh perantara yang sudah ada memberikan layanan bisnis yang sah kepada perusahaan dan terintegrasi dalam rencana strategis jangka panjang. Mendokumentasikan rencana strategis.
· Meninjau kontrak untuk seluruh perantara pihak ketiga yang dilibatkan guna memastikan Klausul Antikorupsi yang sesuai dan ketentuan hak audit disertakan. Apabila kontrak tidak memuat klausul yang diwajibkan, menghubungi Departemen Hukum untuk mendapatkan panduan dan melanjutkan sesuai petunjuk. 
Langkah 2: Menjalankan proses uji tuntas 
( [Masukkan informasi seputar proses setempat di sini, termasuk pihak yang bertanggung jawab, standar penyimpanan catatan, dan pemberi persetujuan yang diperlukan]
· Menunjuk koordinator uji tuntas.
· Menjalin komunikasi dengan perantara pihak ketiga untuk menyampaikan proses Uji Tuntas kepada mereka.
· Melakukan penilaian uji tuntas.
· Mendapatkan persetujuan dari manajemen yang ditunjuk sebelum menjalin kontrak dengan perantara.
Langkah 3: Negosiasi kontrak dan perjanjian
( [Masukkan informasi seputar proses setempat di sini, termasuk akses ke templat kontrak terbaru yang telah disetujui, pemberi persetujuan yang diwajibkan, dan metode penentuan nilai pasar yang adil]
· Memanfaatkan templat kontrak terbaru yang telah disetujui oleh Departemen Hukum. 
· Mengembangkan pernyataan kerja yang jelas, termasuk jadwal dan hasil kerja yang akan disediakan kepada perusahaan.
· Memastikan bahwa kontrak ditandatangani oleh manajemen perusahaan yang beroperasi dengan otoritas penandatanganan yang sesuai. Pekerjaan dapat dimulai setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
· Memastikan bahwa seluruh pelatihan yang diwajibkan (mis. undang-undang antikorupsi yang berlaku, Pedoman Perilaku, dll.) diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. Memastikan bahwa bukti pelatihan tersebut didokumentasikan dan disimpan sesuai dengan persyaratan catatan setempat.
· Menyimpan seluruh dokumen kontrak sebagaimana ditetapkan oleh prosedur setempat dan sesuai dengan persyaratan penyimpanan catatan setempat. (jika berlaku).
Langkah 4: Manajemen berkelanjutan untuk pelatihan dan sertifikasi kembali perantara
( [Masukkan informasi seputar proses setempat, perincian, dan pihak yang bertanggung jawab di sini]
· Melatih seluruh karyawan perusahaan yang berinteraksi dengan perantara. Pelatihan ini mencakup Pedoman Perilaku dan pelatihan hukum antikorupsi terkait. Memastikan bahwa seluruh pelatihan didokumentasikan. 
· Memastikan bahwa seluruh personel perantara mendapatkan pelatihan Pedoman Perilaku dan undang-undang antikorupsi. Memastikan seluruh pelatihan didokumentasikan.
· Mengumpulkan bukti sertifikasi pelatihan tersebut untuk karyawan perusahaan, serta perantara.  
· Disarankan untuk menyusun kalender kerja. Kalender ini akan mendokumentasikan saat karyawan dan perantara perusahaan harus:
· Menjalankan peninjauan tahunan.
· Melakukan sertifikasi ulang pada uji tuntas.
· Melakukan sertifikasi ulang pada pelatihan.  
· Melakukan sertifikasi ulang pada perantara dan staf perusahaan sebagaimana diwajibkan. Memastikan dokumentasi yang diwajibkan dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan kebijakan penyimpanan catatan setempat.
VI. Keluaran
Keluaran dapat mencakup:
· Dokumentasi Uji Tuntas.
· Kontrak dan perjanjian.
· Bukti pelatihan dan sertifikasi.
· Pemantauan kontrak, termasuk hasil kerja yang diterima dan pembayaran yang dilakukan.
· <Tambahkan keluaran setempat tambahan>.
VII. Pengendalian
Pengendalian dapat mencakup:
· Dokumentasi Uji Tuntas.
· Pemberian sertifikasi/sertifikasi ulang.
· Audit internal.
●
Audit eksternal.
· Kunjungan lokasi.
· <Tambahkan laporan setempat tambahan>.
VIII. Dokumen Terkait
· [Tambahkan dokumen terkait (termasuk SOP-SOP, Penilaian Mandiri, Penilaian Risiko, Laporan audit, dll., - jika berlaku) ].
IX. Singkatan dan Istilah
Singkatan
	DD
	Uji Tuntas

	GO
	Pejabat Pemerintah

	SOP
	Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasi Standar


Ketentuan
	DD (Due Diligence, Uji Tuntas)
	Uji Tuntas adalah proses yang dijalankan untuk memastikan informasi terkait ditinjau dan dipertimbangkan dengan tepat sebelum membuat keputusan penting untuk menandatangani perjanjian baru atau memperbarui perjanjian dengan Perantara. Perusahaan harus menilai jika Perantara tersebut merupakan perusahaan bereputasi baik dan memenuhi syarat, untuk memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan antikorupsi terkait. 

	Peninjauan tahunan
	Peninjauan tahunan bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi dari Perantara yang menyatakan bahwa mereka mematuhi standar yang ditetapkan dalam kontrak dan telah memberikan pelatihan yang diperlukan.

	Tanggal Berlaku
	Ini adalah tanggal mulai berlakunya versi SOP

	Pejabat Pemerintah
	Setiap pejabat atau karyawan badan pemerintah atau instansi pemerintah, partai politik, calon atau pejabat partai, atau organisasi internasional publik.  Tenaga profesional yang dipekerjakan oleh atau bertindak atas nama entitas perawatan kesehatan yang merupakan milik atau dikendalikan oleh badan pemerintah, seperti rumah sakit umum atau universitas negeri.

	Perantara Pihak Ketiga
	Setiap individu atau perusahaan pihak ketiga yang dilibatkan oleh [Nama perusahaan] untuk bertindak atas nama perusahaan.


X. Riwayat Perubahan
	Tanggal
	Perincian
	Penulis
	Versi

	<hhbbtt>
	Prosedur yang baru dibuat
	<Nama Penulis Di Sini>
	1.0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


XI. Status Persetujuan
	Penulis:
	Nama Jabatan
	Tanda Tangan
	Tanggal

	SOP Kerangka
	Hanya digunakan setelah adaptasi setempat serta peninjauan Kepatuhan dan hukum setempat
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